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Fatimah Rahma Nabila :Peran Badan Permusyawaratan Kampung 
(Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi  
Politik Masyarakat Di Kampung Pinang 
Sebatang Barat Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Siak  Nomor 17 Tahun 
2018 Tentang Badan Permusyawaratan 
Kampung 
 “Badan Permusyawaratan Kampung atau biasa disebut BDP berwenang 
membahas rancangan peraturan kampung bersama Penghulu”. Pemerintah Desa 
atau Penghulu kampung sebagai pemimpin yang secara formal yang 
bertanggungjawab terhadap partisipasi masyarakat, salah satu diantaranya 
partisipasi politik masyarakat. Sebagian besar masyarakat banyak yang tidak 
mengerti bagaimana berpartisipasi politik dengan baik bahkan masyarakat tidak 
tahu apa pengertian dari politik itu karena pendidikan masyarakat tergolong relatif 
rendah. Dengan adanya BAPEKAM, dan mereka telah mensosialisasikan dan 
melakukan penyuluhan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat 
berpartisipasi dalam partisipasi politik. Dari latar belakang masalah tersebut 
timbul permasalahan yang muncul dalam penelitian  ini adalah bagaimana peran 
Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) dalam meningkatkan partisipasi 
politik masyarakat di Kampung Pinang Sebatang Barat berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Siak  Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan 
Kampung dan apa saja faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan 
Kampung (Bapekam) dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di 
Kampung Pinang Sebatang Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak  
Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung Penelitian ini 
merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dimana penelitian ini dilakukan 
dengan cara observasidan wawancara dalam pengumpulan data, sifat penelitian ini 
adalah deskriptif dan jenis penelitiannya adalah kualitatif, sumber data dalam 
penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, lokasi penelitian berada di 
Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa peran Badan Permusyawaratan Kampung di 
Kampung Pinang Sebatang Barat belum berjalan maksimal dimana masih 
banyaknya masyarakat yang belum berpartisipasi dalam hal politik di Kampung 
Pinang Sebatang Barat hal ini disebabkan karena adanya adanya beberapa factor 
yang menajdi penghambat diantaranya  (i) faktor ekonomi (ii) kurangnya 
pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dalam 
menjalankan perannya; (iii) kurangnya kesadaran politik masyarakat. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas 
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya, dengan memberikan 
keleluasan dan juga peluang bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi 
daerah. Hal ini ditunjukkan sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah. Makna yang paling mendasar dari otonomi daerah itu 
adalah adanya kewenangan yang luas pada Pemerintahan Daerah untuk mengatur 
dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam suatu wilayah yang terkecil dari 
suatu negara yang disebut desa. 
Pemerintah Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintah daerah 
akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, 
sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah daerah sangat didukung dan 
ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme 
kerja di semua tinggkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus 
diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap 
perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka 
melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus 




biasa disebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislasi dan 
wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 
Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Desa yang dimaksud dengan desa adalah 
“Desa adalah desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahah, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indionesia”
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 “ Badan Permusyawaratan Desa atau 
yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis” 
Dari hal tersebut diketahui bahwa BPD dikeluarkan dari unsur 
penyelenggara Pemerintahan Desa ditambah dengan dikurangi peran legislasinya. 
Meski demikian, peran politik BPD diperkuat pada aspek pengawasan terhadap 
kinerja Pemerintahan Desa. Disamping itu, BPD dibebani tugas sebagai 
penanggung jawab penyelenggaraan Musyawarah Desa yang merupakan forum 
pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa. Lembaga yang 
merupakan representasi warga desa ini adalah aktor politik desa yang 
menjalankan komunikasi politik dengan Pemerintahan Desa. Komunikasi politik 
yang dijalankan hendaknya diarahkan untuk memperkuat demokrasi Desa. Ini bisa 
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dilakukan salah satunya adalah dengan mengadvokasi warga masyarakat tentang 
pentingya berpartisipasi dalam hal politik Masyarakat atau kelompok masyarakat 
diperkenalkan dengan hal baru dalam konteks politik, yakni kebebasan 
menentukan sikap dan pendapat serta meniru demokrasi ala barat, dan demokrasi 
diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. 
Menurut Kartasasmita ada beberapa kendala lain yang pantas menjadi 
bahan pemikiran dan perlu dicari cara mengatasinya, antara lain: Pertama, 
merubah mentalitas aparatur di tingkat desa yang terbiasa bersikap sentralistis 
menuju mentalitas pemberdayaan daerah; Kedua, usulan-usulan tentang prioritas 
program pembangunan di desa yang disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten 
melalui Musbang di tingkat desa dan kecamatan sering terkesan hanya formalitas 
dan kurang diperhatikan  dengan sungguh-sungguh oleh Pemerintah Kabupaten. 
Ketiga, jika otonomi desa benarbenar dapat diwujudkan, barangkali cukup 
menguntungkan bagi desa-desa yang memiliki aset dan sumber daya alam yang 
memadai, namun justru mempersulit untuk desa-desa yang kurang strategis dalam 
masalah sumber daya alam dan tidak memiliki aset yang cukup.  
Seperti yang tercantum dalam UU No. 12 tahun 2008 bahwa “BPD 
berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat”. Pemerintah Desa sebagai pemimpin yang 
secara formal yang bertanggungjawab terhadap partisipasi masyarakat, salah satu 
diantara partisipasi politik masyarakat. Pemerintahan desa yang lebih mengetahui 
mengenai bagaimana keadaan partisipasi politik masyarakat di desa tersebut dan 




berguna dalam keberhasilan pembangunan desa. Partisipasi politik merupakan 
kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan 
keputusan yang dilakukan pemerintah. Partisipasi politik adalah bagian penting 
dalam kehidupan politik suatu negara, terutama bagi negara yang menyebut 
dirinya sebagai negara demokrasi, partisipasi politik merupakan salahsatu 
indikator penting. Pentingnya partisipasi politik masyarakat berkaitan dengan hak 
dan kewajiban individu atau kelompok sebagai warga negara dalam menggunakan 
segala sumber daya sosialnya untuk mempengaruhi proses pengambilan 
keputusan dalam pemerintah.  
Kegiatan partisipasi politik itu hanyalah kegiatan yang dimaksudkan untuk 
mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Kegiatan yang dimaksud 
misalnya membujuk atau Untuk melibatkan masyarakat desa dalam kehidupan 
politik atau dengan kata lain berpartisipasi dalam politik bukanlah pekerjaan yang 
mudah dan cepat, tetapi membutuhkan usaha yang cukup berat dan waktu yang 
lama. Hal ini disebabkan karena tidak berpengaruhnya kehidupan politik dalam 
pemerintahan dengan kehidupan mereka sehari-hari.  
Masyarakat desa menganggap bahwa politik hanya pekerjaan para pejabat-
pejabat Negara yang tidak ada gunanya bagi mereka. Hal ini dibuktikan dengan 
tidak adanya pengaruh atau perubahan yang terjadi pada masyarakat desa yang 
lebih baik walaupun masyarakat desa sudah berpartisipasi dalam politik. Selain itu 
masyarakat desa beranggapan bahwa politik hanya untuk orang-orang yang 
berkedudukan tinggi sedangkan rakyat biasa hanya dijadikan korban yang tidak 




tersebut, perlu pendekatan dan penyuluhan yang berguna agar pikiran mereka 
tidak berprasangka negatif terhadap pemerintah dalam kehidupan politik dan agar 
masyarakat desa lebih tertarik dan berminat untuk berpartisipasi dalam politik 
sehingga dapat memberi kemajuan kepada desa yang mereka tempati. 
Oleh sebab itu, aparatur pemerintahan desa merupakan ujung tombak 
dalam menjalankan pemerintahan di desa yang bertugas memberikan keterangan 
dan pengetahuan tentang politik dan pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari 
sehingga masyarakat desa tidak buta sepenuhnya mengenai kehidupan politik di 
negara kita. 
Dalam Peraturan Daerah Siak Nomor 17 tahun 2018 tentang Badan 
Permusyawaratan Kampung pasal 3 fungsi Badan Permusyawaratan Kampung 
sebagai berikut : 
1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung  dan 
 Peraturan Kampung bersama Penghulu 
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung 
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Penghulu
2
 
Pasal 56 ayat (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil 
dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang 
pengisiannyadilakukan secara demokratis. (2) Masa jabatan anggota Badan 
Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih untuk masa 
keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masa keanggotaan BPD 
selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. 
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Pimpinan BPD terdiri dari atas 1 (satu) orang sekertaris. Ketentuan tersebut 
termasuk dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BAPEKAM atau BPD (Badan 
Permusyawaratan Desa) yang merupakan lembaga pengawas Desa yang yang 
kedudukannya paling dekat dengan masyarakat desa. Karena melalui BPD 
masyarakat desa dapat mengeluarkan segala aspirasi dan keluh kesah mereka. 
BPD menampung dan menggali aspirasi masyarakat kemudian melakukan seleksi 
terhadap aspirasi dan menyalurkan aspirasi atau keluh kesah masyarakat desa 
tersebut kepada Kepala Desa atau instansi yang berwenang. 
 Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang didapatkan oleh peneliti, 
Badan Permusyawaratan Kampung telah beberapa kali melaksanakan Musywarah 
yang membahahas perihal politik akan tetapi masih banyak masyarakat Kampung 
Pinang Sebatang Barat  yang tidak mengerti soal politik dan masih banyak dari 
mereka yang tidak mau ikut andil di dalam dunia perpolitikan msalnya golput 
dalam pemilu, tidak ikut rapat yang diadakan oleh Pemerintahan Desa dll. 
Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji 
permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengangkat suatu judul penelitian 
yaitu “PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG (BAPEKAM) 
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI 
KAMPUNG PINANG SEBATANG BARAT BERDASARKAN UNDANG-





B. Identifikasi Masalah 
  Identifikasi masalah harus diperhatikan agar masalah dalam penelitian ini 
nyata adanya dan menjelaskan masalah yang timbul merupakan masalah dari latar 
belakang penelitian ini bukan masalah yang timbul tanpa induk. Identifikasi 
masalah merupakan sebuah konsep dasar untuk melakukan penelitian, dengan 
adanya identifikasi masalah akan dapat mengarahkan pembahasan penelitian 
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan. 
Dalam penelitian ini masalah yang harus diidentifikasi yaitu : 
1. Peran Badan Permusyawaratan Kampung dalam meningkatkan partisipasi 
politik di Desa Pinang Sebatang Barat. 
2. Keterlibatan masyarakat Desa Pinang Sebatang Barat dalam berpartisipasi 
politik. 
C. Batasan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas serta , maka 
perlu kiranya membatasi masalah yang diteliti agar penelitian lebih terarah, 
terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Maka penulis 
membatasi terhadap Pelaksanaan kewajiban Badan Permusyawaratan Kampung 
dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam kegiatan Pilkada 9 







D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis 
merumuskan permasalahannya sebagai berikut ini : 
1. Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam 
Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang 
Barat Dalam Pilkada 2020 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak 
Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung? 
2. Apa saja faktor yang menghambat Badan Permusyawaratan Kampung 
(Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung 
Pinang Sebatang Barat Dalam Pilkada 2020 Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan 
Kampung? 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 
1) Untuk Mengetahui Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) 
Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung 
Pinang Sebatang Barat Dalam Pilkada 2020 Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan 
Permusyawaratan Kampung. 
2) Untuk Mengetahui Hambatan Badan Permusyawaratan Kampung 
(Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di 




Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 
Badan Permusyawaratan Kampung 
2. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Secara Teoritis 
Secara Teoritis penelitian ini  diharapkan mampu memberikan 
gambaran mengenai Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) 
Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung 
Pinang Sebatang Barat Dalam Pilkada 2020 Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan 
Permusyawaratan Kampung. 
b. Secara Praktis 
1) Memberikan informasi kepada masyarakat. 
2) Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya. 
3) Berguna bagi para praktisi terkait dengan peran Badan 
Permusyawaratan Kampung dalam meningkatkan partisipasi 
politik masyarakat. 
c. Secara Akademis 
1) Sebagai salah satu untuk memperoleh gelar sarjana. 
2) Sebagai referensi dalam literatur kepustakaan pada perpustakaan 






F. Kerangka Teoritis 
 Kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting dalam menyusun 
karya ilmiah, karena didalam kerangka teori akan dimuat teori - teori yang relevan 
dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori sebagai 
landasan berpikir atau titik tolak dalam penelitian. Oleh sebab itu perlu disusun 
yang namanya kerangka teori yang memuat pokok - pokok pikiran yang 
menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian itu akan ditelaah.
3
 
 Teori merupakan sekumpulan konsep, defenisi, dan proposisi yang saling 
kait – mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atas 
fenomena yang ada dengan menunjukan secara spesifik hubungan – hubungan di 
antara variabel – variabel ysng terkait dalam fenomena, dengan tujuan 
memberikan eksplansi atau penjelasan serta prediksi atas fenomena tersebut . 
 Berikut ini akan dijabarkan beberapa teori yang dapat digunakan dalam 
penelitian ini: 
A. Teori Negara Hukum 
Negara Hukum atau dikenal dengan istilah rechtsstaat maupun the rule of 
law,negara yang bertujuan untuk menyelengarakan ketertiban hukum, yakni 
tata tertib yang umumya berdasarkan kesadaran hukum yang terdapat pada 
rakyat. Dari latarbelakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat 
perbedaan antara konsep rechtsstaat dengan konsep the rule of law, meskipun 
dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lgi perbedaan 
antara keduannya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan diriya 
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pada satu sasaran yaitu pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan 
dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.
4
 
Di Indonesia, pelaksanaan negara hukum mengalami pasang surut. Selama 
kurun parlementer (1950-1957) negara hukum menjadi ideologi pengabsahan 
republik konstitusional, tetapi banyak diantara simbol-simbolnya secara 
konservatif dikaitkan dengan lembaga, prosedur dan berbagai kitab undang-
undang hukum Belanda yang dilestarikan sampai masa kemerdekaan. Dalam 
kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam dibawah 
tekanan petrimonialisme rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang 
mengutamakan keadilan subntantif dari pada keadilan proseduler. Dengan 
lainnya Orde Baru,perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali 
dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin namun 
lebih jelas dan mendalam dari pada yang sudah-sudah. Selama awal kurun 




B. Teori Otonomi Daerah 
 Otonomi berasal dari kata autos dan namos dalam bahasa Yunani yang 
artinya Autos sendiri dan namos yang berarti aturan atau Undang-Undang, 
sehingga dapat diartikan bahwa otonomi adalah kewenangan dalam mengatur 
sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah 
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tangganya sendiri. Sedangkan daerah berarti suatu masyarakat hukum yang 
mempunyai batasan wilayahnya masing-masing.
6
 
 Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 
otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari 
pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan 
kemerdekaan atau kebebasan  menentukan aturan sendiri berdasarkan 
perundang-undangan, dalam  memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan 
potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Pemberian kewenangan 
yang lebih luas dalam hal administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah 
telah dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan daerah yaitu  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.  
Otonomi daerah yang dicanangkan sekarang ini diharapkan akan  memercepat 
pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping itu juga  menciptakan 
keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia.
7
 
C. Teori Demokrasi 
 Dari sudut pandang etimologi Demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) 
dan cretain (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan 
sebagai rakyat memerintah. Menurut tafsir R. Krenenburg, bahwa perkataan 
demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut maknanya 
adalah cara memerintah oleh rakyat. 
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 Sementara itu, dalam kamus Dictionary Webters, bahwa demokrasi adalah 
pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat 
dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih 
daibawah sistem pemilihan umum yang bebas. 
 Menurut Affan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai 
suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga didalamnya 
terkandung beberapa elemen sebagai berikut ; 
1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat; 
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat 
mempertanggunngjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah 
ditempuhnya; 
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung; 
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok 
yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus 
ada dan dilakukan secara teratur dan damai; 
5. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara 
teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan 
6. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam 
demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara 







D. Teori Peran 
  Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). 
Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Lain halnya dengan R. Linton 
berpendapat bahwa, peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, 
seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya. Sementara 
Menurut Poerwadarminta (1998: 735) menyatakan bahwa: “Peranan adalah segala 
sesuatu yang menjadi atau yang memegang yang terutama dalam terjadinya 
sesuatu hal atau peristiwa” 
8
 
 Berbeda dengan King berpendapat bahwa, peran merupakan seperangkat 
perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki posisi dalam sistem sosial. 
Sementara menurut Palan, peran adalah merujuk pada hal yang harus 
dijalankan seseorang di dalam sebuah tim. 
 Hal berbeda dikemukakan oleh Alo Liliweri yang berpendapat bahwa, 
peran adalah sebuah harapan budaya terhadap suatu posisi atau kedudukan. Sama 
halnya dengan Paula J. Christensen & Janet W. Kenney berpendapat bahwa, peran 
adalah pola perilaku yang ditetapkan saat anggota keluarga berinteraksi dengan 
anggota lainnya. 
E. Pengertian Partisipasi Politik 
 Definisi menurut Syafi‟i Partisipasi adalah penentuan sikap dan 
keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, 
sehingga pada akhirnya mendorang individu tersebut untuk berperan serta dalam 
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pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap 
pertanggungjawaban bersama.”  
 Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang legal, yang sedikit 
banyak langsung bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara atau 
tindakan-tindakan yang diambil mereka. Sedangkan Pemilih pemula itu sendiri 
ialah pemilih yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan umum 
(Pemilu). Mereka baru akan merasakan pengalaman pertama kali untuk 
melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 




G. Tinjauan Karya Terdahulu 
 Berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaituperan 
bapekam dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Telah ada beberapa 
literatur yang membahas terkait masalah tersebut, namun belum ada literatur yang 
membahas secara khusus tentang judul skripsi ini begitu pula dengan penelitian-
penelitian ilmiah sebelumnya agar nantinya pembahasan ini lebih fokus pada 
pokok kajian maka dilengkapi beberapa literatur yang masih berkaitan dengan 
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Tabel Literatur Terdahulu 













Kualitatif Pada skripsi ini hanyamembahas 
peran aktif dan tanggungjawab 
dalam menjalankan musyawarah 
desa sudah berjalan dengan baik, 
namun tidak semua anggota 
berperan aktif dalam 
memberikan ide-ide dan inovasi 
dalam musyawarah desa, hanya 
sebagian orang yang menjadi 
ujung tombak dalam keatifan 
BPD.  









Nomor 110 Tahun 
2016 Tentang Badan 
Kualitatif Pelaksanaan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 
2016 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa di Desa 
Batu Sasak tidak terlaksana 
diantaranya; (i) Badan 





Desa Di Desa 
Batusasak 
Kecamatan Kampar 
Kiri Hulu Kabupaten 
Kampar (2020) 
ikut menyepakati Peraturan Desa 
bersama kepala Desa; (ii) Badan 
Permusyawaratan Desa tidak 
menampung dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat Desa; (iii) 
Badan Permusyawaratan Desa 
tidak mengawasi kinerja Kepala 
Desa. Faktor penghambatnya 
adalah (i) pola komunikasi yang 
tidak berjalan, (ii) kurangnya 
pemahaman anggota Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) 
dalam menjalankan fungsinya, 
(iii) kurang sarana dan 
prasarana, serta (iv) masyarakat 










Kualitatif Penelitian Ini Meneliti Tentang 
Bagaimana Peran Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) 
Dalam Pengawasan 
Penyelengggaraan Pemerintahan 









Untuk Mengetahui Bagaimana 
Peran Badan Permusyawaratan 




H. Metodologi Penelitian 
Metodologi penelitian atau Methodology of research berasal dari kata 
metoda yang berarti cara atau teknik dan logos yang berarti ilmu. Sehingga 
metodologi penenlitian berarti ilmu yang mempelajari tentang cara atau metode 
untuk melakukan penelitian.
10
 Metode penelitian adalah suatu cara untuk 
memperoleh data agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dan jalan 
mempelajari, menganalisa dan memenuhi keadaan lingkungan di tempat 
dilaksanakannya suatu penelitian. Inti dari pada metodologi dalam setiap 
penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu 
penelitian hukum itu harus dilakukan, disini peneliti menentukan metode apa yang 
akan diterapkan, tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, 
bagaimana pengumpulan data akan dilakukan serta analisis yang digunakan. 
Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk permasalahan dalam 
penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut: 
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1. Jenis Dan Sifat Penelitian 
Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian sosiologis yaitu 
penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan 
bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.
11
 
Penelitian ini adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan 
cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai 
panduan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. 
Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum 
tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. 
2. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan pada Kampung Pinang Sebatang Barat 
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.  
3. Informan Penelitian 
 Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan 
informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang , benda ataupun lembaga 
(organisasi), yang sifat keadaannya diteliti
12
 
Pada dasarnya jumlah informan atau narasumber tidak dibatasi, tetapi 
disesuaikan dengan kebutuhan dan kelengkapan data. Teknik penentuan 
informan dilakukan dengan teknik purposive artinya narasumber akan 
disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
13
 Lokasi penelitian ini adalah Desa 
Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. 
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Pengambilan informan dalam penelitian ini menggunakan Purposive 
dengan subyek dalam penelitian berjumlah sebanyak 16 (duapuluh enam) orang 
yang terdiri dari ; 
1. Kepala Desa 
2. Ketua BAPEKAM 
3. Sekretaris BAPEKAM 
4. Tokoh Masyarakat 
5. Masyarakat 




No Nama Jenis Kelamin Umur Tingkat Pendiddikan Status Sosial 
1 Herman Laki-laki 46 S1 Kepala Desa 
2 Suhaimi Laki-laki 50 S1 Ketua 
BAPEKAM 
3 Supi‟i Laki-laki 29 SLTA Sekretaris 
BAPEKAM 
4 Suprapto  Laki-laki 48 SLTA Tokoh 
Masyarakat 





6 Seauren Laki-laki 53 SLTA Tokoh 
Masyarakat 
 Sumber: Data Lapangan 2021 
 Dalam penelitian ini, penulis mengambil sampel dari Ketua Badan 
Permusyawaratan kampung (Bapekam) sebanyak 1 orang, Kepala Desa sebanyak 
1 orang serta masyarakat Kampung Pinang Sebatang Barat sebanyak 20 orang. 
Untuk sampel anggota Badan Permusyawaratan kampung (Bapekam) dan 
perangkat Desa, penulis menggunakan teknik sensus yaitu mengambil jumlah 
secara keseluruhan.  
4. Sumber Data 
Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil dan 
dikumpulkan. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan 
penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan dengan 
penelitian melalui wawancara terhadap informan atau pihak-pihak yang 
bersangkutan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari lokasi 
penelitian Badan Permusyawaratan Kampung  melalui pengamatan, 
wawancara dan dokumentasi. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan 
studi kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), 




berbagai instansi yang terkait juga bahan-bahan tertulis lainnya yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder 
diperoleh dari Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
Badan Permusyawaratan Kampung yaitu Peraturan Daerah Nomor 17 
Tahun 2018 Tentang Badan Permusywaratan Kampung, Undang-Undang 
RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kemudian jurnal-jurnal yang 
berkaitan dengan penelitian ini dan buku-buku yang berisi tentang Badan 
Permusyawaratan Kampung. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam  penelitian ini adalah: 
1) Observasi/Pengamatan, yaitu secara langsung turun ke lapangan untuk 
mengamati gejala yang diteliti guna mendapatkan data yang dibutuhkan.
14
 
Dalam hal ini penulis mengamati pelaksanaan Bapekam dalam meningkatkan 
partisipasi politik masyarakat. 
2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang 
dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah masyarakat 
di Desa Pinang Sebatang Barat.  
3) Dokumentasi yaitu mendapatkan fakta-fakta penting dan tepat yang berkaitan 
dengan masalah-masalah. dokumen-dokumen dapat berupa catatan maupun 
data-data yang mendukung kajian ini untuk menjadi penguat penelitian.
15
 
6. Metode Analisis Data 
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Teknik analisa data dalam penelitian yaitu dengan jalan bekerja dengan 
data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang 
dapat dikelola. Analisis data yang dilakukan oleh peneliti melalui pendekatan 
kualitatif yaitu setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisa dengan 
data yang telah terkumpul. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini 
disusun dan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang terkumpul dengan 
bentuk karangan secara deskriptif analisis. Penyajian deskriptif analisis yaitu 
penyajian dengan menggambarkan secara lengkap aspek-aspek tertentu yang 
tersangkut paut dengan masalah dan kemudian dianalisa untuk mendapatkan 
kebenaran dan berusaha memahami kebenaran tersebut. Sehingga dapat 
ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti. 
7. Teknik Penarikan Kesimpulan 
Teknik menarik kesimpulan berhubungan dengan penalaran, yaitu suatu 
proses berpikir untuk menghubungkan fakta-fakta yang ada sehingga 
diperoleh satu kesimpulan yang sesuai. Dalam penelitian ini penulis 
menggunakan teknik penarikan kesimpulan deduktif yakni kesimpulan yang 
disusun dengan cara menentukan fakta umum sebagai inti permasalahan lalu 
dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan-gagasan khusus sebagai penjelas. 
Teknik deduktif adalah teknik menarik kesimpulan yang bertolak ukur pada 
fakta umum sebagai inti permasalahan kemudian diperjelas dengan gagasan-






I. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Berisikan tentang lokasi penelitian, dan mencoba 
menggambarkan secara umum tentang lokasi penelitian. Seperti 
sejarah singkat kampung pinang sebatang barat, demografis dan 
geografis kampung pinang sebatang barat, kehidupan beragama, 
pendidikan dan sosial ekonomi. 
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini penulis membahas dan menguraikan teori-teori 
yang berkaitan dengan Negara, Demokrasi, Otonomi Daerah, 
Sistem Pilkada, Badan Permusyawaratan Kampung, Tugas dan 
Fungsi  Badan Permusyawaratan Kampung dan teori yang 
digunakan untuk membahas tentang peningkatan partisipasi 
politik masyarakat. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang Peran Badan 
Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam Meningkatkan 




Barat Dalam Pilkada 2020 Berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan 
Permusyawaratan Kampung serta Faktor – Faktor Penghambat 
Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) Dalam 
Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang 
Sebatang Barat Dalam Pilkada 2020 Berdasarkan Peraturan 
Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Badan 
Permusyawaratan Kampung yang dilakukan dan disusun 
sedemikian rupa sehingga dapat diketahui maksud dan tujuan dari 
penelitian ini. 
BAB V : PENUTUP 
Penutup berisi tentang Peran Badan Permusyawaratan Kampung  
dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat yang belum 
berjalan maksimal dimana masih banyaknya masyarakat yang 
belum berpartisipasi dalam hal politik di Kampung Pinang 
Sebatang Barat hal ini disebabkan karena adanya adanya beberapa 
factor yang menajdi penghambat diantaranya  (i) faktor ekonomi 
(ii) kurangnya pemahaman anggota Badan Permusyawaratan 
Kampung (BAPEKAM) dalam menjalankan perannya; (iii) 






GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Kampung Pinang Sebatang Barat 
Pada awal terbentuknya Kampung Pinang Sebatang Barat sebagai institusi 
yang berperan menjalankan roda Pemerintahan dan pemberdayaan serta 
pembangunan masyarakat merupakan perpanjangan tangan Pemerintah 
Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis, merupakan bentuk suatu Desa yang 
bermanfaat mempermudah penduduk dalam hal pelaksanaan kepengurusan 
administrasi serta lebih memperdekat antara Pemerintahan dengan rakyat yang 
diperintahnya. 
 Sejarah berdiri Desa Pinang Sebatang Barat merupakan pemekaran dari 
Desa Pinang Sebatang pada Tahun 2002. Desa ini tak lepas dari perjuangan dan 
aspirasi tokoh masyarakat Desa Pinang Sebatang. Tahun 2015 Desa Pinang 
Sebatang Barat berubah nama menjadi Kampung Pinang Sebatang Barat 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Perubahan  Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Siak Tahun 2015 Nomor 1). Kampung Pinang Sebatang Barat yang posisi 
wilayahnya yang menyebar kurang lebih jaraknya 12 Km dari pusat pemerintahan 
Kecamatan Tualang yang dapat ditempuh melalui darat. 
 Kampung Pinang Sebatang Barat merupakan Kampung yang memiliki 3 
(Tiga) kewilayahan terdiri dari 3 (Tiga) Dusun yaitu Dusun Suka Jaya, Dusun 




(Lima) Rukun Kampung (RK) dan 18 (Delapan Belas) Rukun Tetangga (RT). 
Tujuan dari pemekaran Kampung ini adalah untuk mempermudah masyarakat dan 
juga pemerintah daerah dalam menjalankan birokrasi.  
 Dengan demikian, potensi yang ada di Kampung Pinang Sebatang Barat 
ini secara tidak langsung terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih 
dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan kampung 
yang lama sebelum otonomi Daerah ditetapkan. 
B. Keadaan Geografiis  
Kampung Pinang Sebatang Barat yang posisi wilayahnya yang menyebar, 
yang kurang lebih jaraknya 6 KM dari pusat Pemerintahan Kecamatan Tualang 
yang dapat ditempuh melalui darat.  Kampung Pinang Sebatang Barat merupakan 
salah satu Kampung dari 8 Kampung 1 Kelurahan yang berada di wilayah 
administratif Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang mana di mekarkan 
menjadi 3 Kampung berdasarkn perda Siak Nomor 38 Tahun 2002 yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak. Kampung Pinang Sebatang Barat 
ini dibagi kedalam tiga dusun yaitu : Dusun Sukajadi, Dusun Suka Melati, dan 
Dusun Sukajaya serta terdiri dari 5 Rukun Kampung (RK) dan 18 Rukun 
Tetangga (RT). Tujuan dari pemekaran ini dalah untuk mempermudah masyarakat 
dan juga pemerintah daerah dalam menjalankan hubungan administrasi, serta 
untuk mempermudah jangkauan pembangunan dan pemerintahan Kampung. 
Luas wilayah Kampung Pinang Sebatang Barat 42,48 Km² dengan 
batas wilayah, yakni : 




b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Pinang Sebatang Timur 
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Pinang Sebatang 
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Perawang Barat 
1. Keadaan atau Gambaran Umum Demografis  Penduduk 
Penduduk yang berdomisili di Kampung Pinang Sebatang Barat  
adalah etnis Melayu. Bahasa dan adat istiadat masyarakat Kampung Pinang 
Sebatang Barat umumnya bahasa Melayu. Kesenian masyarakat Kampung 
Pinang Sebatang  Barat yakni Silat Pangean yang sudah membudidaya secara 
turun-temurun semenjak puluhan tahun yang lalu dan kegiatan Kerohanian 
atau keagamaan yaitu Suluq, kedua kegiatan tersebut setiap tahunnya 
dilaksanakan. 
Dari data yang disajikan  di tahun 2021 awal Kampung Pinang 
Sebatang Barat jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan adalah 
5.243 jiwa, dengan perincian jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki 2.694 
orang dan perempuan 2.551 orang, serta jumlah Kepala Keluarga Kampung 
Pinang Sebatang Barat sebanyak 1.540 KK.  
2. Keadaan Ekonomi Kampung Pinang Sebatang Barat 
Mata pencaharian penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat 
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak di tahun 2020 juga tidak berbeda dengan 
penduduk di kampung-kampung lainnya yang ada dalam wilayah Kecamatan 
Tualang. Umumnya penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan 




Ada juga yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun 
jumlahnya tidak banyak. Sedangkan profesi lainnya yaitu sebagai pedagang 
warung keperluan sehari – hari dan pedagang makanan. Untuk lebih jelasnya 
dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini: 
Tabel 2.1 
Keadaan Penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat Berdasarkan 
Mata Pencaharian Bulan Januari Tahun 2021 
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Jumlah 5.225 100 % 
      Sumber : Laporan Penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat Tahun 2021 
Dari table diatas dapat ditarik kesimpulan Masyarakat Kampung Pinang 
Sebatang Barat  Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang tertinggi bekerja 
sebagai Swasta berjumlah 3.055 Jiwa disusul dengan masyarakat yang tidak 
bekerja dengan jumlah 1.625 Jiwa dan paling sedikit bekerja sebagai Nelayan 





3. Klasifikasi penduduk menurut Agama 
Mayoritas masyarakat Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan 
Tualang Kabupaten Siak Pada tahun 2020 beragama Islam dengan jumlah 
4.567 jiwa kemudian terbanyak kedua masyarakat yang beragama Protestan 
berjumlah 494 jiwa, yang beragama Khatolik berjumlah 125 jiwa, dan yang 
masih tetap jumlah jiwa dari tahun 2019-2020 beragama Hindu berjumlah 25 
jiwa dan terendah agama Budha 14 jiwa. 
4. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan 
Pendidikan dalam suatu masyarakat merupakan suatu masalah yang 
sangat vital, karna pendidikan suatu penduduk ikut serta menentukan maju 
mundurnya suatu daerah. Adapaun  pendidikan yang terdapat di Kampung 
Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak pada tahun 2020 
dapat dilihat  dalam tabel berikut : 
Tabel 2.2 
Keadaan Tingkat Pendidikan Di Kampung Pinang Sebatang Barat tahun 
Bulan Januari 2021 




























Tidak Tamat SD 
Tidak Tamat SMP 










Jumlah 5.225 100 % 
      Sumber : Laporan Penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat Tahun 2021 
Keadaan  tingkat pendidikan dari tabel dapat dilihat bahwa pendidikan 
masyarakat pada Kampung Pinang Sebatang Barat sesuai yang terdata di 
laporan penduduk Kmpung Pinang Sebatang Barat tahun 2020 relatif 
meningkat dibandingkan 2 tahun terakhir dimana lulusan tingkat SD, SMP, 
SMA, Akademi dan Sarjana sudah mulai meningkat meskipun yang tidak 
bersekolah tersebut masih banyak berjumlah 1.507 jiwa, tapi masalah tersebut 
tahun ketahun – tahun akan di prioritaskan masalah pendidikan ini. 
C. Stuktur Organisasi Pemerintahan Kampung 
  Kampung atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batasan-batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan 
Negara kesatuan republic Indonesia (peraturan pemerintah nomor 72 tahun 
2005 tentang Kampung). Pemerintahan Kampung terdiri dari Penghulu 
Kampung dan perangkat kampung. Perangkat kampung terdiri dari Kerani 




  Kedudukan Penghulu Kampung sebagai kepala pemerintahan di 
kampung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, 
urusan pembangunan dan urusan kemasyarakatan 
  Pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Barat Kecamatan Tualang 
Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang Kepala kampong atau disebut 
Penghulu yang dibantu oleh sejumlah perangkat Kampung, yaitu : (i) Kepala 
Kampung, (ii) Kerani, (iii) Juru Tulis, (iv) Kepala Urusan dan (v)Kepala 
Dusun 
Gambar 2. 1 
Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Barat 
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 
 
 
Sumber : Kantor Pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Barat 2021 
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D. Organisasi Badan Permusyawaratan Kampung 
Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) Kampung Pinang 
Sebatang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang Ketua 
yang dibantu oleh Wakil Ketua, Sekretaris, Ketua Bidang dan empat orang 
anggota  : 
Gambar 2. 2 
Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Pinang Sebatang Barat 
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak 
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E. Kondisi Sosial Kampung Pinang Sebatang Barat 
Penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat berasal dari berbagai daerah 
yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal 
dari Suku Melayu Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong 
royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak 
adanya Kampung Pinang Sebatang Barat dan hal tersebut secara efektif dapat 
menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.Kampung 
Pinang Sebatang Barat memiliki sarana prasarana yang memadai untuk melakukn 
kegaiatan sosial.  
F. Visi Dan Misi Kampung Pinang Sebatang Barat 
1. Visi 
 Visi Kampung Pinang Sebatang Barat tahun 2015-2021 adalah sebagai 
berikut: 
”Mewujudkan Kampung Pinang Sebatang Barat yang mandiri, sejahtera, 
dan berkualitas dalam tatanan masyarakat yang agamis dan budaya 
melayu” 
2. Misi 
Misi KampungPinang Sebatang Barat adalah : 
1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang partisipatif, transparan, 
akuntabel, dinamis yang dibangun dengan kebersamaan. 





3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan baik 
formal maupun informal. 
4. Menyiapkan kualitassumber daya manusia dengan peningkatan dibidang 
pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan agama. 
5. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam semua aspek 
pembangunan. 
6. Meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan masyarakat dengan 
pengelolaan intensifikasi. 
7. Meningkatkan infrastruktur kampung yang berbasiskan ekonomi 
kerakyatan melalui pembangunan pembukaan jalan baru, peningkatan 
status jalan, penataan ruang dan perumahan. 
8. Menanggulangi tingkat kemiskinan melalui program ekonomi kerakyatan 
dan meningkatkan ekonomi kampung. 
9. Meningkatkan  alam penyusunan administrasi dan tata kelola dokumen 
kampung. 
10. Mengembangkan teknologi tepat guna dan tepat sasaran. 
11. Melestarikan serta menjaga nilai-nilai budaya melayu melalui 
kelembagaan adat melayu, kesenian tradisional, permainan tradisional 











F. Tinjauan Teoritis Tentang Pengertian Negara Hukum 
Negara Hukum atau dikenal dengan istilah rechtsstaat maupun the rule of 
law,negara yang bertujuan untuk menyelengarakan ketertiban hukum, yakni 
tata tertib yang umumya berdasarkan kesadaran hukum yang terdapat pada 
rakyat. Dari latarbelakang dan sistem hukum yang menopangnya, terdapat 
perbedaan antara konsep rechtsstaat dengan konsep the rule of law, meskipun 
dalam perkembangannya dewasa ini tidak dipermasalahkan lgi perbedaan 
antara keduannya karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan diriya 
pada satu sasaran yaitu pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama, keduanya tetap berjalan 
dengan sistem sendiri yaitu sistem hukum sendiri.
16
 
Di Indonesia, pelaksanaan negara hukum mengalami pasang surut. Selama 
kurun parlementer (1950-1957) negara hukum menjadi ideologi pengabsahan 
republik konstitusional, tetapi banyak diantara simbol-simbolnya secara 
konservatif dikaitkan dengan lembaga, prosedur dan berbagai kitab undang-
undang hukum Belanda yang dilestarikan sampai masa kemerdekaan. Dalam 
kurun demokrasi terpimpin (1958-1965), negara hukum tenggelam dibawah 
tekanan petrimonialisme rezim dan ideologinya yang radikal-populis, yang 
mengutamakan keadilan subntantif dari pada keadilan proseduler. Dengan 
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lainnya Orde Baru,perbincangan mengenai negara hukum bangkit kembali 
dengan cepat, sebagian sebagai reaksi terhadap demokrasi terpimpin namun 
lebih jelas dan mendalam dari pada yang sudah-sudah. Selama awal kurun 




Indonesia adalah negara hukum, penegasan Indonesia adalah negara 
hukum yang selama ini diatur dalam Penjelasan UUD 1945, dalam Perubahan 
UUD 1945 telah diangkat ke dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), berbunyi 
sebagai berikut : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi 
ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara 
dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan 
ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi 
kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk. 
Dalam Negara Hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi 
dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam 
penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip „the 
Rule of Law, and not of Man‟, yang sejalan dengan pengertian „nomocratie‟,  
yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, „nomos‟. Dalam paham  Negara 
Hukum  yang demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri 
dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Karena prinsip 
supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal 
dari kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, prinsip negara hukum hendaklah 
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dibangun dan dikembangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi atau 
kedaulatan rakyat (democratische rechtstaat). Hukum tidak boleh dibuat, 
ditetapkan , ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan 
kekuasaan belaka (Machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan 
dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-
Undang Dasar. Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada 
ditangan rakyat yang dilakukan menurut Undang-Undang Dasar 
(constitutional democracy) yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara 




G. Tinjauan Teoritis Tentang Otonomi Daerah 
 Otonomi berasal dari kata autos dan namos dalam bahasa Yunani yang 
artinya Autos sendiri dan namos yang berarti aturan atau Undang-Undang, 
sehingga dapat diartikan bahwa otonomi adalah kewenangan dalam mengatur 
sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah 
tangganya sendiri. Sedangkan daerah berarti suatu masyarakat hukum yang 
mempunyai batasan wilayahnya masing-masing.
19
 
 Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 
otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari 
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pengertian tersebut dapat diartikan bahwa otonomi daerah merupakan 
kemerdekaan atau kebebasan  menentukan aturan sendiri berdasarkan 
perundang-undangan, dalam  memenuhi kebutuhan daerah sesuai dengan 
potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah. Pemberian kewenangan 
yang lebih luas dalam hal administrasi dan tata kelola pemerintahan daerah 
telah dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan daerah yaitu  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.  
Otonomi daerah yang dicanangkan sekarang ini diharapkan akan  memercepat 
pertumbuhan dan pembangunan daerah, disamping itu juga  menciptakan 
keseimbangan pembangunan antar daerah di Indonesia.
20
 
 Otonomi daerah mempunyai visi yang mencakup tiga bagian interaksi 
utama, yang pertama yaitu dalam politik, dimana otonomi daerah merupakan 
hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, merupakan proses 
lahirnya kepala pemerintahan daerah dengan cara dipilih langsung oleh 
masyarakat secara demokratis. Kedua yaitu dalam bidang sosial dan budaya, 
dimana dalam menjalankan otonomi daerah harus sebaik mungkin untuk 
menciptakan keserasian sosial dan merawat serta menjaga nilai-nilai lokal 
yang dapat memberikan peluang terhadap kemampuan masyarakat dalam 
merespon kehidupan di sekitarnya. Ketiga yaitu dalam bidang ekonomi, 
otonomi daerah memberikan peluang untuk pemerintah daerah dalam 
memajukan potensi ekonomi di daerahnya sendiri.
21
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 Dalam penyelenggaraan pemerintah tercermin semangat otonomi daerah 
dalam praktiknya yang dasarnya pemerintah pusat memberikan kekuasaan 
kepada daerah dalam mengelola daerahnya sendiri sesuai dengan kesanggupan 
sumber daya yang ada. Otonomi daerah juga bukan hanya dititikberatkan pada 
pendapatan asli daerah, tetapi pemberdayaan masyarakat pun sangat 
diperlukan dengan berusaha menyesuaikan pendekatan kultural dan struktural 
agar meningkatnya kesejatheraan masyarakat daerah. Inilah hakikat otonomi 
sesuai dengan keinginan rakyat.
22
 
 Tujuan dari otonomi daerah adalah :  
a) Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;  
b) Pengembangan kehidupan demokrasi;  
c) Perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah  
d) Pengembangan kehidupan demokrasi;  
e) Distribusi pelayanan publik.
23
 
 Secara prinsipiel, terdapat dua hal yang tercakup dalam otonomi, yaitu hak 
wewenang untuk memanajemeni daerah dan tanggungjawab terhadap 
kegagalan dalam memanajemeni daerahnya. Dengan adanya otonomi, daerah 
diharapkan mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah 
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H. Tinjauan Teoritis Tentang Demokrasi 
 Dari sudut pandang etimologi Demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) 
dan cretain (memerintah). Jadi, secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan 
sebagai rakyat memerintah. Menurut tafsir R. Krenenburg, bahwa perkataan 
demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut maknanya 
adalah cara memerintah oleh rakyat. 
 Sementara itu, dalam kamus Dictionary Webters, bahwa demokrasi adalah 
pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat 
dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih 
daibawah sistem pemilihan umum yang bebas.
25
 
 Menurut Affan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi sebagai 
suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga didalamnya 
terkandung beberapa elemen sebagai berikut ; 
1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat; 
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat 
mempertanggunngjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah 
ditempuhnya; 
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung; 
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok 
yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus 
ada dan dilakukan secara teratur dan damai; 
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5. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara 
teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan 
6. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam 
demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara 
bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul berserikat dan lain-
lain. 
 Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa 
lembaga, yaitu : 
1. Pemerintah yang bertanggungjawab; 
2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan 
kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dalam pemilihan 
umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon 
untuk setiap kursi; 
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik; 
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; 




 Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, sehingga tepat apa 
yang dikemukakan oleh Bagir Manan, bahwa demokrasi merupakan suatu 
fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan. Oleh karena itu, praktik 
disetiap negara tidak selalu sama. Walaupun demikian, sebuah negara dapat 
dikatakan demokratis paling tidak memenuhi unsur-unsur yaitu : 
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1. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan; 
2. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat; 
3. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara; 
4. Ada kesemapatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan 
pemerintah atau negara; 
5. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memproleh dukungan 
atau suara 
6. Terdapat berbagai sumber informasi; 
7. Ada pemilihan yang bebas, jujur dan adil; 
8. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus 
bergantung pada keinginan rakyat. 
 Robert Dahl mensyaratkan paling tidak ada delapan hal cermin demokrasi, 
antara lain: 
1. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi (berserikat dan 
berkumpul) 
2. Kebebasan berekspresi (mengeluarkan pendapat) 
3. Hak memilih dan dipilih 
4. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik 
5. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkatkan dukungan 




7. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau 




I. Sistem Pemerintahan Desa 
 Pemerintahan adalah  Seluruh alat perlengkapan Negara atau kelembagaan 
kenegaraan yang fungsinya sebagai alat yang mewejudkan tercapainya tujuan 
negara. Menurut boediningsih (2010:1) pemerintah dalam arti luas menurut ajaran 
Montesquieu dalam trias politacan meliputi tiga kekuasaan, (1) pembentukan 
undang-undang; (2) pelaksanaan; (3) peradilan. Sedangkan pemerintah dalam 
artian lebih sempit adalah hanya badan pelaksana (eksekutif) saja.
28
 
 Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok, Secara umum 
tugas-tugas umum  pokok pemerintah antara lain sebagai berikut: 
1. Menjamin keamanan Negara dari segala bentuk .kemungkinan serangan 
luar dan .menjaga agar tidak terjadi pemberontakan di dalam 
menggulingkan pemerintahan yang sah .melalui cara-cara .kekerasan yang 
ada. 
2. Memelihara ketertiban dengan .mencegah terjadinya keributan dan tindak 
laku kekerasan antara masyarakat, menjamin perubahan aparatur yang 
terjadi di dalam masyarakat yang dapat berlangsung secara damai. 
3. Peraturan yang adil pada setiap warga .masyarakat tanpa .membedakan 
status apapun yang  melatarbelakangi keberadaan  mereka. 
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4. Melakukan pelayanan umum kepada .masyarakat dengan .memberikan 
pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak .mungkin dikerjakan oleh 
lembaga non pemerintah, atau akan lebih baik dikerjakan oleh pemerintah. 
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan  kesejahtraan sosial 
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang  menggantungkan masyarakat  luas. 
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumberdaya alam dan 
lingkungan  hidup. 
Di jelaskan dalam peraturan daerah Kabupaten Siak nomor  5 tahun 2015 
dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan an di kampung  
kerjasama antara pemerintah Kampung serta badan permusyawaratan kampung 
sangat dibutuhkan demi mengurus  serta menjawab aspirasi masyarakat kampung 
dengan melihat asal usul serta Norma adat istiadat serta diakui dalam jam 
pemerintahan  Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi Perubahan Penamaan Desa 
Menjadi Kampung: 
1. Faktor Filosofis 
 Secara Filosofis, untuk mengembalikan atau menghidupkan 
kembali budaya lama yaitu budaya Melayu Siak. Dengan cara perubahan 
nama Desa menjadi Kampung ini diharapkan masyarakat sedikit bisa 
merasakan bagaimana kehidupan dimasa lalu, bagaimana usaha yang 
dilakukan para pahlawan khususnya dari Kerajaan Siak. Kabupaten Siak 
juga pada masa dahulu tidak langsung seperti saat ini, masyarakat sudah 




warisan budaya orang-orang terdahulu. Jadi diharapkan dengan adanya 
perubahan nama Desa menjadi Kampung ini bisa memberikan kita 
gambaran dan suatu pembelajaran bagaimana kehidupan di masa 
Kabupaten Siak belum berkembang seperti sekarang ini. 
2. Faktor Sosiologis 
 Secara Sosiologis, untuk mengubah paradigma masyarakat ataupun 
manusia bahwa Kampung itu bukanlah suatu daerah yang terkebelakangan 
atau tertinggal. Karena Kabupaten Siak sendiri merupakan salah satu 
daerah dengan pusat pembangunan terbesar, dan salah satu penghasil 
minyak bumi terbesar untuk Indonesia, khususnya di Riau. 
3. Faktor Yuridis 
Hal lainnya yang mempengaruhi mengenai Urgensi dari Peralihan 
penamaan Desa Menjadi Kampung berdasarkan Peraturan Daerah 
Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa 
Menjadi Kampung ini adalah Faktor Yuridis, dimana perubahan ini 
merupakan amanat yang tertuang didalam Undang- Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, yang mana adanya kearifan lokal terhadap nilai-
nilai budaya daerah. Hal ini sesuai yang telah dijelaskan didalam 
Penjelasan atas Peraturan daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 
tentang penamaan Desa menjadi Kampung, sebagaimana di maksud 
perubahan penamaan Desa menjadi Kampung di Kabupaten Siak. 




bahasa Melayu, penamaan Desa diubah kembali menjadi Kampung seperti 
mana yang pernah digunakan sebelum terbentuknya Kabupaten Siak. 
Sebagai lembaga yang merupakan mitra kerja pemerintahan kampung menjadi 
salah satu fungsi badan permusyawaratan kampung di mana badan 
permusyawaratan kampung bersama pemerintahan kampung bersama-sama 
bersinergi di bidang pemerintahan pembangunan di kampung itu sendiri serta 
berfungsi di bidang kemasyarakatan gimana BAPEKAM sebagaimana badan yang 
mengurusi dibagian legislasi kepemerintahan Kampung serta menjadi makan yang 
melakukan pengawasan atas kinerja pemerintahan Kampung serta menjadi badan 
Yang menaungi dalam menampung dan menyalurkan segala bentuk aspirasi 
masyarakat Kampung serta mampu memilih skala prioritas apa saja yang harus 
diutamakan demi mewujudkan aspirasi masyarakat kampung itu sendiri peraturan  
daerah dalam setiap kabupaten di sini terkait badan permusyawaratan Kampung 
diterbitkan oleh Bupati selaku kepala pemerintahan di tingkat kabupaten. 
 Dalam hal Kampung, The Liang Gie (1982:25) mengartikan bahwa tata 
pemerintahan Kampung adalah tradisi suatu lebaga dalam menjalankan suatu 
pemerintahan yang ada di suatu Kampung (Pemerintahan kampung dan 
BAPEKAM), termasuk di dalamnya adalah sebagai berikut: 
1. Proses pemerintahan dalam sebuah kampung dipilih, dipantau, dan 
digantikan, 
2. Kapasitas pemerintahan kampung guna merancang dan melaksanakan 




3. Pengakuan   masyarakat   dan   seluruh   pemangku   kepentingan terhadap 
institusi yang mengatur interaksi antara mereka. 
 Unsur yang tak kalah penting dalam menjalankan pemerintahan yang ada 
di tingkat Kampung yaitu unsur komunikasi dimana terdapat tiga struktur dalam 
komunikasi yaitu kewenangan legitimasi dan representasi. dalam hal ini di bagian 
kewenangan menjadi hak terbesar pemerintahan Kampung dalam merangkai 
Segala keputusan terkait bidang tertentu. walaupun ini mestinya merupakan hak 
dari suatu pemerintahan kamu yang penting dalam keberlangsungan nya harus 
dilibatkan persepsi masyarakat  tentang  segala tindakan yang perlu dilakukan 
oleh pemerintahan  kampung. Legitimasi dapat diartikan kan masyarakat dapat 
mengakui bahwa dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat kampung 
pemerintahan kampung telah menjalankan an-nas secara optimal. presentasi dapat 
diartikan sebagai dengan hak masyarakat dalam pengambilan keputusan bagi 
kepentingan golongan lain dalam  dalam hal ini kaitannya terkait segala bentuk 
penggunaan dana kampung.  
 Dapat dilihat bahwa dalam tatanan pemerintahan kampung tidak hanya 
sebatas menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. namun yang sangat 
terpenting di dalamnya nya masyarakat Kampung dapat menyalurkan 
keaktifannya dalam memberikan partisipasi dan mengontrol pemerintahan 







1. Badan Permusyawaratan Kampung 
Abdullah (2007:171) mendefinisikan “Badan Permusyawaratan Desa yang 
selanjutnya disebut BPD adalah suatu badan yang sebelumnya disebut Badan 
Perwakilan Desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala 
Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.” 
Wasistiono dan Tahir (2007:35) juga mendefinisikan bahwa Badan 
Perwakilan Kampung (BAPEKAM) yang ada selama ini berubah menjadi Badan 
Permusyawaratan Kampung. Badan Permusyawaratan Kampung berfungsi 
menetapkan peraturan kampung bersama Penghulu Kampung, menampung dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya tersebut 
BAPEKAM yang juga sebagai wakil dari masyarakat merupakan penyambung 
bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya kepada Penghulu Kampung. 
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 
Badan Permusyawaratan Kampung, bahwa menjelaskan pengertian Badan 
Permusyawaratan Kampung selanjutnya disingkat BAPEKAM adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara 
demokrasi. 
Badan Permusyawaratan Kampung untuk setiap kabupaten diatur 
berdasarkan peraturan daerah masing masing yang diterbitkan oleh Bupati selaku 
kepala daerah. Peraturan daerah yang ada di suatu kabupaten/kota dibuat oleh 




Badan Permusyawaratan Kampung yang berfungsi menampung aspirasi 
masyarakat kampung, serta menetapkan peraturan Kampung bersama Penghulu 
Kampung harus berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat di dalam 
suatu kampung merasa terlindungi oleh para wakil-wakilnya di BAPEKAM. 
Kinerja pemerintah kampung dalam menyelenggarakan pemerintahan Kampung 
diawasi oleh BAPEKAM sebagaimana salah satu fungsi BAPEKAM itu sendiri. 
Penyelenggara pemerintah kampung akan tersusun dan semakin terarah lebih baik 
bahkan lebih maju apabila di berbagai lapisan masyarakat Kampung menunjukkan 
kesadarannya terhadap pemerintah Kampung yang di dampingi oleh BAPEKAM. 
Sehingga masyarakat merasa terwakili kepentingannya untuk mencapai 
pemerintah Kampung yang lebih baik. 
 Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 
2018 tantang Badan Permusyawaratan Kampung anggota Badan 
Permusyawaratan Kampung  : 
1) Anggota BAPEKAM merupakan wakil dari penduduk Kampung bersangkutan 
berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis 
melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah mufakat dengan 
menjamin keterwakilan perempuan. 
2) Jumlah anggota BAPEKAM ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 
(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas 
wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Kampung. 
3) Kriteria penentuan anggota BAPEKAM ditetapkan dengan jumlah gasal 




a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.000 jiwa, 5 orang anggota; 
b. Jumlah penduduk 1001 jiwa sampai dengan 1.500 jiwa, 7 orang anggota; 
dan 
c. Jumlah penduduk lebih dari 1.500 jiwa, 9 orang anggota 
4) Dalam rangka proses pemilihan secara langsungatau musyawarah 
mufakatsebagaimana pada ayat (1) Penghulu membentuk panitiapengisian 
keanggotaan BAPEKAM dan ditetapkan dengan keputusan Penghulu. 
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang  Badan Permusyawaratan Kampung 
Berdasarkan pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 
2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung fungsi Badan Permusyawaratan 
Kampung sebagai berikut : 
1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Kampung  dan 
Peraturan Kampung bersama Penghulu 
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Kampung 
3. Melakukan pengawasan terhadap kinerja Penghulu 
Sedangkan tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Kampung 
sebagaimana yang terdapat pada Pasal 4 sebagai berikut : 
a. membahas rancangan Peraturan Kampung bersama Penghulu; 
b. malaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan kampong dan 
Peraturan Penghulu; 
c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Penghulu; 




e. menggali, menampung , menghimpun, merumuskan dan menyalurkan 
aspirasi masyarakat; 
f. mengadakan perubahan Peraturan Kampung bersama Penghulu; 
g. menyusun tata tertib BAPEKAM; 
h. menetapkan calon Penghulu terpilih. 
3. Hak dan Kewajiban  Badan Permusyawaratan Kampung 
Berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 
2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung disebutkan Hak Badan 
Permusyawaratan Kampung antara lain : 
1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan 
Pemerintahan Kampung kepada Pemerintah Kampung. 
2. Menyatakan pendapatan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, 
pelaksanaan Pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan 
Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung 
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. 
Kemudian pada pasal 6 Anggota Badan Permusyawaratan Kampung berhak 
: 
1. Mengajukan usul rancangan Peraturan Kampung 
2. Mengajukan pertanyaan 
3. Menyampaikan usul dan/atau pendapat 
4. Memilih dan dipilih 




Kemudian kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 7 
adalah : 
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
 Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
 Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika; 
b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam 
 penyelenggaraan Pemerintahan Kampung; 
c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi 
 masyarakat Kampung 
d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, 
 dan/atau golongan; 
e. memproses pemilihan Penghulu 
f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga 
 kemasyarakatan Kampung 
g. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Kampung; 
h.membina ketentraman dan ketertiban masyarakat 
i. menjaga nama baik institusi BAPEKAM; dan 
j.  mematuhi dan melaksanakan sumpah janji pelantikan 
Kemudian dalam pasal 8 disebutkan BAPEKAM berkewajiban  : 
a. BAPEKAM berkewajiban melaporkan hasil kinerja kepada Bupati melalu 




b. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hasil 
 kinerja BAPEKAM dan bantuan keuangan yang diberikan oleh 
 Pemerintah Daerah ; 
J. Pengertian Peran 
  Menurut Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). 
Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan 
kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Lain halnya dengan R. Linton 
berpendapat bahwa, peran adalah the dynamic aspect of status. Dengan kata lain, 
seseorang menjalankan perannya sesuai hak dan kewajibannya. Sementara 
Menurut Poerwadarminta (1998: 735) menyatakan bahwa: “Peranan adalah segala 
sesuatu yang menjadi atau yang memegang yang terutama dalam terjadinya 
sesuatu hal atau peristiwa” 
29
 
 Berbeda dengan King berpendapat bahwa, peran merupakan seperangkat 
perilaku yang diharapkan dari orang yang memiliki posisi dalam sistem sosial. 
Sementara menurut Palan, peran adalah merujuk pada hal yang harus 
dijalankan seseorang di dalam sebuah tim. 
 Hal berbeda dikemukakan oleh Alo Liliweri yang berpendapat bahwa, 
peran adalah sebuah harapan budaya terhadap suatu posisi atau kedudukan. Sama 
halnya dengan Paula J. Christensen & Janet W. Kenney berpendapat bahwa, peran 
adalah pola perilaku yang ditetapkan saat anggota keluarga berinteraksi dengan 
anggota lainnya. 
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 Kemudian pendapat berbeda dikemukakan oleh Donna L. Wong yang 
berpendapat bahwa, peran adalah kreasi budaya, oleh karena itu budaya 
menentukan pola perilaku seseorang dalam berbagai posisi sosial. Sementara Sri 
Saptina H, Dwi Nugroho & Aris Sutardi berpendapat bahwa, peran adalah hak-
hak dan kewajiban-kewajiban yang sesuai dengan status yang disandangnya. 
K. Pengertian Partisipasi Politik 
 Definisi menurut Syafi‟i Partisipasi adalah penentuan sikap dan 
keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, 
sehingga pada akhirnya mendorang individu tersebut untuk berperan serta dalam 
pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap 
pertanggungjawaban bersama.” 
 Berdasarkan pendapat di atas maka partisipasi merupakan faktor 
terpenting dalam setiap sikap yang dilakukan oleh seseorang atau individu dalam 
suatu organisasi baik itu organisasi pemerintahan atau organisasi lainnya, yang 
pada akhirnya dapat mendorong seseorang tersebut mencapai tujuan yang akan 
dicapai oleh organisasinya sebagai tujuan bersama dan merupakan pemikiran dari 
beberapa individu bagi kemajuan organisasi yang menaunginya, karena perlu 
mempunyai tanggungjawab bersama dari setiap tujuan tersebut.
30
 
 Menurut Miriam Budiardjo “Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang 
atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu 
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dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung ataupun tidak langsung 
mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)”.
31
 
 Partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang legal, yang sedikit 
banyak langsung bertujuan mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat Negara atau 
tindakan-tindakan yang diambil mereka. Sedangkan Pemilih pemula itu sendiri 
ialah pemilih yang baru pertama kali ikut memilih dalam pemilihan umum 
(Pemilu). Mereka baru akan merasakan pengalaman pertama kali untuk 
melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan 




 Menurut Surbakti beberapa faktor yang menyebabkan orang mau ikut atau 
tidak mau ikut dalam proses politik antara lain: 
a. Status sosial dan Ekonomi 
Status sosial adalah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena 
keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi adalah 
kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemikan 
kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan 
tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat 
dan perhatian pada politik. 
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Menurut Surbakti, situasi politik juga di pengaruhi oleh keadaan yang 
mempengaruhi actor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran 
orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman. 
c. Kesadaran politik 
Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang 
menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan 
masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang 
terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. 
d. Kepercayaan terhadap pemerintah 
Kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilaian seseorang terhadap 
pemerintah apakah dia menilai pemerintah dapat di percaya dan dapat di 
pengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau 
pelaksanaan pemerintahan. 
e. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusidiskusi 
formal. 
 Partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau 
sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan 
jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung 
mempengaruhi kebijakan pemerintah, „public policy‟. Secara konvensional 
kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan 




partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, 
„contacting‟ dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.
33
 
 Kesempatan berpartisipasi berasal dari luar masyarakat. Demikian pula 
walaupun kemauan dan kemampuan berpartisipasi oleh masyarakat ada tetapi 
kalau tidak diberi kesempatan oleh pemerintah Negara maka partisipasi tidak akan 
terjadi. Oleh karena itu tiga hal tersebut kemauan, kemampuan maupun 
kesempatan merupakan factor yang sangat penting dalam mewujudkan partisipasi. 
Selama ini kegiatan partisipasi masyarkat masih dipahami sebagai upaya 
mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal 
sebenarnya partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan 
kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari control masyarakat terhadap kebijakan 
Pemerintah.  
 Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan 
secara stabill. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik 
belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang 
kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses 
berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya 






                                                             
 
33
 Miriam Budiardjo, op. cit., h. 55. 









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) dalam pelaksanaannya 
untuk menjalankan kehidupan demokrasi di Kampung sudah menjalankan 
tugasnya walaupun belum maksimal dikarenakan dalam meningkatkan 
partisipasi politik masyarakatnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak 
dilakukannya sosialisasi maupun pendidikan politik. Namun dengan kegiatan 
rapat yang membahas politik dan melibatkan masyarakatnya dapat dikatakan 
Badan Permusyawaratan Kampung atau BAPEKAM telah menjalankan 
wewenangnya sebagaimana yang disebutkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah 
Kabupaten Siak Nomor 17 tahun 2018 yakni melaksanakan kehidupan 
demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan 
Kampung meskipun belum maksimal dimana masyarakat masih banyak yang 
belum tahu tentang adanya wewenang dari BAPEKAM dalam hal ini. 
2. Faktor penghambat pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Kampung 
(Bapekam) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung 
Pinang Sebatang Barat Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 
Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Kampung adalah diantaranya; (i) 




Kampung (BAPEKAM) dalam menjalankan perannya; (iii) kurangnya 
kesadaran politik masyarakat. 
B. Saran 
Untuk bisa terlaksananya Peran Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) 
Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Di Kampung Pinang Sebatang 
Barat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2018 Tentang 
Badan Permusyawaratan Kampung setelah penulis melakukan penelitian maka penulis 
mencoba memberikan beberapa saran yaitu: 
1. Dalam pelaksanaan perannya Badan Permusyawaratan Kampung  
(BAPEKAM) perlu adanya sosiaisasi kepada masyarakat agar memahami peran 
Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM) dan terlibat aktif untuk sama-
sama bekerja sama agar terciptanya suatu tatanan Pemerintahan Desa yang 
baik. 
2. Perlunya kesadaran politik dari masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Kampung (BAPEKAM).Karena 
kurangnya kesadaran dari masyarakat dapat menyebabkan tatanan kehidupan 
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